BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan

dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

I.

Peraturan dan program-program yang dibuat oleh pemerintah
beserta intansi dan komunitas terkait untuk melakukan penertiban
dan penataan kembali kawasan sempadan sungai Winongo
Kampung Sidomulyo RW.04, Kelurahan Bener, Kecamatan
Tegalrejo guna menjaga kelestarian sungai Winongo sudah
dilaksanakan dengan baik meskipun pelaksanaannya belum dapat
maksimal. Program unggulan M3K manfaatnya sudah bisa
dirasakan oleh sebagian besar masyarakat dan membuat lingkungan
disempadan sungai Winongo menjadi lebih tertata. Manfaat positif
yang dirasakan oleh masyarakat adalah kemudahan akses jalan,
sumber air bersih, keasrian lingkungan, kebersihan sungai, akses
evakuasi kebencanaan dan terhindar dari banjir akibat air sungai
saat musim penghujan.

Tidak maksimalnya proses penertiban dan penataan ulang
bangunan liar dikawasan sempadan sungai Winongo Kampung
Sidomulyo RW.04, Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo

disebabkan oleh beberapa kendala seperti belum adanya aturan
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B. Saran

secara khusus yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam penetapan
garis sempadan sungai yang disesuaikan dengan demografi serta
budaya masyarakat setempat, padatnya kawasan pemukiman di
kawasan sempadan sungai Winongo, rumitnya persyaratan yang
harus dilakukan masyarakat dalam mengikuti program M3K,
kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan jajarannya
dalam mendeskripsikan program M3K kepada masyarakat sehingga
berakibat pada rendahnya pemahamanan masyarakat sekitar
terhadap tujuan dan manfaat positif dari pelaksanaan program M3K

tersebut.

Berkaitan dengan kesimpulan tersebut diatas, maka saran yang

diberikan sebagai berikut :

1.

Pemerintah seharusnya berkoordinasi dengan instansi dan
komunitas terkait sungai untuk membuat peraturan yang secara
khusus mengatur tentang penetapan garis sempadan sungai di
wilayah Provinsi DIY yang disesuaikan dengan demografi daerah
serta budaya masyarakat. Pemerintah juga harus mempermudah
persyaratan bagi masyarakat yang berperan aktif untuk mengikuti
program M3K sehingga pelaksanaan program ini dapat terealisasi
dengan maksimal, selain itu pemerintah dan jajarannya juga dapat

meningkatkan sosialisasi terhadap program M3K sechingga
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masyarakat dapat lebih memahami apa saja manfaat dan tujuan dari
program M3K tersebut.

. Pemerintah juga harus melakukan pengawasan di kawasan
sempadan sungai Winongo untuk mencegah adanya bangunan-
bangunan liar baru yang didirikan karena akan berakibat pada
terhambatnya pelaksanaan program M3K dan akan menjadi
ancaman bagi kelestarian sungai Winongo serta menjadi ancaman

bagi warga yang tinggal di kawasan sempadan sungai winongo.
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